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NOMOR KXP. 18 /M.YPN/HK/O2/2010
TINTANG

PEMBf,NTUKAN TIM PINYUSUN
RANCANGAN RINCANA KqJA PEMERTNTA}I (RIG) TAHUN 2O1I

MENTERI PERf,NCANAAN PI]MtsANGUNAN NASIONAI,/
KEPALA BADAN PIRf,NCANAAN PIMBANGUNAN NASIONAI,,

a- bahwa mncangan Rencana Kerja Pemerintah (RKn Tahun 2011
nrerupakan penjabaran dari Re"cana Peml,anSllnan Jangka
Menen8ah (RPJMN) 'fahun 2O10-2O14 yang menrr.rat pdoritas
pembanSunan, rancanSan kcrangka ekonomi makrD yang mencakup
gambaran pcrckonomian sccara menyeluruh, iermasuk amh
kebijakan frskal, serta program kementerian/lemba8a, lintas
kementerian/lemba8a, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi
dan keranSka pendanaan yang bersifat indikatif;

b. Lrahwa untuk melakukan kegiatan sebaSaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menlbentuk Tirh Pehyllsun Rancantan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 201 l;

c. bahwa peiabat dan pc:gawai yang namanF tercantum dalanr
Lampiran K.putLrsan ini diansgap mamplr dan memenuhi
persyaratan untuk melakiinakan tuSas sebagai anSSota Tim
Pen)'usun R4rlcanEan Rencana Keia Pefterifltah (RKP) Tahnfl 2011;

1. Undang-tlndang Republik Indonesia Nomor I7 Tahun 2003 tentang
KeuanSan Ne.ga.a (l,enlba.an Nega.a Republik Indonesia Tahun
2003 Nonror 47, T'an\b^han Lembalah Nega(t Republik Indonesia

Nomor 4286);

2. UndanS'Undang Republik Indolesia Nomor 25 Tahur 200.1 tcrtailS
Sistem Perencaluan Pemhangunan Nasional (Ler,lbaran NcSara

Republik Indolesia'Iahun 200.1 Norror 104, ]ambahan Lenrbaran

Negara Republik Ihdonesia Nonlor 4421);

3. Undan8
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Menetapkan

PIRTAI{A

3. Undang-UndanS Nomor 47 Tahun 2OO9 tentan8 AnSSaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun AngSaran 2010 (lrmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan

Lembaran Ne8ara Republik Indonesia Nomor 5075);

4. Peraturan Prcsiden Nomor 82 T^hun 2007 te lang Badan

Perelcanaan Pembangunan Nasional;

5. Peraturan Presiden Nomoa 47 Tahnn 2OO9 tentanS Pembentukan
dan OrSanisasi Kementerian NeSara;

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 20IO tentang Rencana

Pembangunah Jangka Menengah Nasional Tahnfl 2O1O-2014\

7. Peraturan Menteri Negar4 PerEncanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan PembanSuna[ Nasional Nomor
PER.004/M.PPN/09/2O07 tenlang Pedoft an Penyusunah Rencaha

Anglfaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Keftenteriah Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana4r'l

Pembanslrnan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir denSan Peraturan Menteri Negara Perencana4n
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Nomor Pf, R.003,i M.PPN/09,/2008;

8. Peraturan Meflteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan PelEncanaan Pembangunan Nasional Nomor
PER. oO5/M.PPN/ 10 /2007 lentar.g Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunah Nasional/Badan
Percncanaan Pembangunan Naiional:

KrruruSAN Mf,N'IIRI PERINCANAAN PE ,IBANGLNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN Pf,MBANGUNAN

NASIONAI, TTNTANG PT.MBENTUKAN TIM PEI.IN-ISUN RANCANGAN
RENCANA KE&JA PEMXRINTAH (RKP) TAHUN 2O1 1.

Membentuk Tim Penlusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Tahun 201I, untuk selanjuhya disebut Tim Pen)'usun RKP Tahun

2071, dengan susunan keanggotaan sebaSaimaha tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini.

Tim Penyusun RKP Tahun 2011 terdiri atas Pengarah, Tim Pelaksana,

dan Tim Sekretariat.

lbngarah beltugas memberikan arahan kebtakan, mehgawasi,

ftembimbing, dan memantau kemajuan dan memb€ri saran peftecahan

atas permasalahan pelakMnaan kegiafan penyusunan RKP Tahun 2011.

KU',flcA

xEt/\{t' 't ...

KUt)UA

MEMUTUSKA]\ :
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KEE14Pr\T

KILIMA

KEENA"M

Tim Pelaksana terdiri dari Kehra, wakil Ketua, Penangguflg Jawab Buku
I, Penangguflg Jawab Buku II, PenangguflgJawab Buku III, Tirh Penulis,
Tim Penyusun Tema dan Tim Pembaca, Penghubung Bukr I,

Penghubung Buku tl, dan Penghubung Buku III, dengan uraian tugas
masing'masing sebagai berikut :

a. Ketua bedugas melakukan koordinasi menyeluruh terhadap
pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Tahun 2011;

b. Wakil Kefua berrugas fternbantu Ketua dalam koordinasi
penFrsunan RKP Tahun 20 I I ;

c. Penanggung Jawab Buku I bertugas ftelakukan koordinasi
penyusunan RKP Tahun 20l1 Buku I;

d. Penanggung Jawab Buku II beltugas melakukan koordinasi
pen)'usunan RKPTahun 20Il Buku Ill

e. Penanggung Jawab Bul'u III bertuSas ftelakukan koordinasi
pen)'usunan RKP Tahun 201 1 Buku III;

f. Tim Penulis bertugas menyiapkan bahan dan menSumpulkan
masukan yanS dibutuhkan dalam penyusunan RKP 2011 untuk
disampaikan kepada Penan8SunS Jawab Buku sesuai bidang
fugasnya masinS'masi118;

g. Tim Penyusun Tema dan Tim Baca beiiugas melakukall rumusan
terhadap Tema RKP Tahun 2011 dan menjaga konsistellsi substansi
RKP tahun 2011;

h. Perghubung Buku I, yang merupakan wakil setiap kedeputian,

bertugas mehyiapkan bahan pendukung untuk penlrsunan Buku I
sesuai dengan bidang tuSasnya masing-masing;

i. Penghubung Buku Il, yang mempakan wakil setiap kedeputian,
bertugas menyiapkan bahan pendukunS untuk pen),usunan Buku II
sesuai dengan bidang tugasnya masing'masing; dan

j. Penghubung Buku III, yang merupakan wakil setiap kedeputian,

bertugas menyiapkan bahan pendukung untuk penlusunan Buku III
sesua i denSan bidang tuSasnyd masing. masing.

Sekretariat bertugas:
a.menyiapkan dan mengkooldihasikan penyelenggaraan .apat

pembahasan yang dilakukah oleh Tim Pen)'usunan RKP Tahun 2o11,
termasuk diantaranya menyiapkan bahaf rupat, menggandakan
bahan tapat, menyiapkan dukungan logisiik, dan tugas-tugas
lainnya; dan

b. melakukan t'inalisasi penulisan Rancargan RKP Tahun 201 1.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan RKP Tahun 201 1 dapat

mengundang gefidapat paru ah1i, wakil masyarakat, dan wakil dunia
usaha untuk melakukan konsultasi serla melakukan studi pendalaman

untuk hal-hal spesifik terlentu.

b. melakukan...
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KETUJUH

KEDELAPAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Pen)'usun
RKP Tahun 2Ol7 dibebankan pada Angs.ara Pendapatan dan Bela ja
Negara Kementerian PPN/Bappenar Tahun AnS8aran 2070.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak
15 Jafl.Jari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
padatali8j,al 2 fetrluarizoT,

MENTERI PERENCANAAN PEMBANCUNAN
KXPAI-{ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUN

NASTONAT/ /
AN NASIONfl. .

4t
ARMIDA S. ALISJAHBANA

/-C

Tembusan KepuhrMn ini disampaikan kepada Yth:

1. Sek-retaris Kementerian PPN/Sekr.etaris Utama Bappenas;

2. DirellurJenderal AnSgaran, Depademen Keuangah;

3. DirekturJenderal Perbendaharaall, Departemen Keuangan;

4. Inspellur Utafta, Bappenas;

5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata l,aksana, Bappenas;

6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;

7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) II Sekretariat Kementerian PPN/Sekrctariat Utafta
Bappenas Tahun 201O;

8. Yang bersanSkutan.



LAMPIRAN
KEruruSAN MENTERI PPN,/Kf,PAIA BAPPf,NAS

NOMOR Kf,P. 18 /I*ppN/trK./02/2OtO
TANGGAI, 2 IEBRUARI2OIO

SUSUNAN Kf,ANGGOTAAN
TIM PII.{\1JSUN RANCA}IGAN Rf,NCANA KERJA PXMf,RINTAH (RKP) TAH1IN 2OI 1

A, PINGARAH Mented PPN/Kepala Bappenas.

B, TIM Pf,LAKSANA

Ketua

Wakil Ketua I

Wakil Ketua II

Penanggung Jawab Buku I
merangkap seb€ai Tim Penulis

PenanSSun8Jawab Buku II
rnerangkap sebaSai Tim Penulis

PenangsunSJawab Buku III
merangkap sebaSai Tim Penulis

Tim Penulis

Tilfl Peh)'usun Tenla & Tim Baca :

Wakil Menteri PPN.

Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utafta
Bappena$,

Depufi Bidang Evaluasi Kinerja Pembaflgunan.

Deputi Bidang Ekonomi.

Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan

Deputi Bidang PengembanSan Regional dan
Otonomi Daerah.

1 DeBrti BidanS Sumber Daya Manusia dan
Kebudzyaan;

2. Depufi Bidang Politik, Hukum, Perlahanan,
dan Keamananl

3. Deputi Bidang Kemiskinan,
KetenaSakedaan, dan Usaha Kecil
Menengah;

4. Deputi BidanS Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup;

5. Deputi Bidang Sarana dan Prasaranal
6. Inspeltu Utama,

l staf Ahli Menteri PPN Bidahg Revitalisasi
Perdesaan, Pedanian, dan Agroindustri;

2. Staf Ahli Menteri PPN Bidang
Pemberdayaan MaJyarakat dan
Penanggulangan Kemiskinanl

3. Staf ...



Penghubuflg Buku II

3. Staf Ahli Mente PPN Bidang Mitigasi dan
PenanSgul4ngan Bencarla;

4. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hukum dsn
Relbrrhasi Bir$krasi;

5. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Tata Ruang
dan Kema.itiman.

l. Direl(ur Xesehatan dan Gizi Masyarakat;
2. Difektur Kependudukan, Pemberdayaan

Perempuan, dan Perlindungan Anak;
3. Direktur Perlahanan dan Keamanan;
4. Dir€ktur Analisa Peraturan Perundang-

Undangan;
5. oirel:tur Penahggulafigah Kemiskinan;
6. Direktur Perlindungan dan Kesejahteraan

Masyarakat;
7. Dircktur Induslri, IPIEK, dan EUMNI
8. Dircktur Keuangan Negara;
9. DirEktur Pangan dan Pertahian;
10. Direktur Lingkungan Hidup;
1 l. DirEkturTransportasi;
12. Direklur Energi, Telekomunikasi, dan

Intbrmatika;
13. Direktur Tena8a Kerja dan Pengembangan

Kesempatan Kerja;
14. Diirktur Pengem barSan Wilayah;
15. Dircktur Per€ncanaan dan Pengembangan

Pendanaan Pembangunan.

1. Dircktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda,

dan Olahraga;
2. Direktur Kependudukan, Pemberdayaan

Perempuan, dan Perlindungan Anak;
3. Direktur Aparatur Ne8ara;
4. Direktur Politik dan Komunikasi;
5. Direktur Tenaga Keia dan Peflgembangan

Kesempatan Keda;

6. Direktur Pemtxtdaya n Koperasi dafl
UKM;

7. Dircktur Pcrda2;angan, Investasi, dan

Ke{asama Ekonomi Internasional;
8. DirekurJasa KeuanSan dan Moneter;
9. Direktu Kelautan dan Perikanan;
lo.Direktur Sumber Daya Energi, Mineral,

dan Pertambangan;

11. Direktur ,..

PenShubung Buku I
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Penghubung Buku III

I 1. Direllur T.ansportasi;
12. Dirrllur Perkotaan dan Perdesaan;

13. Direllur Perencanaan dan Pengembangan
Pendanaan Pembangunan;

1. Direktur Agama dah Pendidikan;
2. Direktur Kebudayaan, Pa wisata, Pemuda,

dan OlahraSa;
3. Direktur Politik dan Komunik4si;
4. Direktur Hukum dan HAM;
5. Dircktur Pemberdayaafl Koperasi dan

UI(.M;
6. Dircktur Perlindungan dan Kesejahteraan

Masyarakat;
7. Direktur Perdagangan, lnvestasi, dan

Kerjasama Ekonomi lntemasional;
8. Dir€ktur Jasa Keuangan dafl Moneter;
9. Dircktur KehLrtanan dan KSDA;
10. Direktur Pangar dafl Pertanian;
I 1. Dircktur Transportasii
12. Direktur PenSairan dan Irigasi;
I3. Dirckfur Pengembangan Wilayah;
l4.Direktur Pendayaguluan Pendanaan

Pembangunan.

Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan.

Kepala PLlsat Data dan Informasi Pelencaflaan
Peftbangunan.

1. Kepala Biro PeLt-r,c naLn, Organisasi, dan
Tata Laksana;

2. Kepala Bihc Humas dan Tata Usaha

Pimpirran;
3. Kepala Birc Umum;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Hari Dwi Korianto, S.Kom, M.Si;
6. Gatot Pambudi Poetranto, S.Kom, MPM;
7. Thohir Afandi, S.Pd, MPA;
8. Isiasius AnggerAnindito, SE;

9. Drs. Syafril Basir, MPIA;
10. Ir. Sumariyandono, MPM;
11. Eka Chandra Buana, Sf,, MA;
12. Erwin Dimasr SE, DEA;

Anggota

13. Tony ...

C. SEKRETARIAT

Ketua

Wakil Ketua
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,f rr,trvrrru pf,Rf,NcANAAN pf,MBANGUNAN NAstoNAL/ /.
f-arrer.n reoer m;RTNCANAAN rei*.ueNcurveN umtoy'ef,

13. Tony Priyanto, S.Kom, M.Si;
14. Suharmen, S.Kom, M.Si;
15. Ronny Komala Winoto, S.Kom;
16. Ali Sahbana, SH;

IT.Jody Indrqjaya, S.Kom;

18. Budi Cahyono, S.Sos;

19.lkin wibawa Sanusi, ST;

20.Ismet M Suhud, SE, MAP;
21. Djoko Suroto, SH;

22. Sab'in RM, S.Sos;

23. Rooslina Tampubolon, S.Kom, M.si;
24. Asep Sukmayadi, SI;
25. Drs. Mursal Yosa;

26. Suhartati Slamet, SE;

27.Mah4stuti, S.Kom, M.Si;
28. Firdini, S.Hum;

29. Rusmawel Zulharmirza, SAq
30. Saleh MHD, S.Sos, MAB
31. Joko Sahtoso;

32.f,ndang Retno Dumilah;
33.Ndaru Mukti tEstari;
34.Setiadi, S.Kom;
3s.Renata Nadya AnSSara Kusumastuti;
36.Thelma Amelita.

ARM-IDA S.
/


